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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP . 151/M.PPN/04/2004

TENTANG

PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI
CORAL REEF REHABILITATION AND MANA GEMENT PROJECT (COREMAF)

PHASE I DENGAN BANK DUNIA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASINONAL,

Menimbang : a.

Mengingat

—

bahwa untuk melindungi, merehabilitasi, dan memanfaatkan
secara berkelanjutan ekosistem terumbu karang melalui
peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan pengelolaan
berbasis masyarakat; diperlukan dukungan dana luar negeri
dan dilaksanakan secara lintas sektor antar lembaga/instansi
terkait;

pahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana

dimaksud huruf a di atas diperlukan Delegasi Republik
Indonesia dalam negosiasi dengan Bank Dunia dengan
susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi
terkait;

. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini

dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas
dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;

. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2004;

. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang

Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22
Tahun 2004;

3. Keputusan...
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. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004,

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan  bersama Menteri  Keuangan dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No.

185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan
031/KFI/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan,
Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan

Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PERTAMA

KEDUA

PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI
INDONESIA DALAM NEGOSIASI CORAL REEF REHABILITATION
AND MANAGEMENT FROJECT (COREMAF) PHASE Il DENGAN
BANK DUNIA.

: Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk negosiasi
Coral Reef Rehabilitation and Management Froject (COREMAF)
Phase II dengan Bank Dunia, pada tanggal 13 April 2004 di
Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

: Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

1. Dedi M. Masykur Riyadi sebagai Ketua
Deputi Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Kantor Meneg PPN/Bappenas

2. Widi Agoes Pratikto sebagai Wakil Ketua
Direktur Jenderal Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil (P3K)
Departemen Kelautan dan Perikanan

W

Prasetijono Widjojo, MJ sebagai Anggota
Deputi Bidang Pendanaan

Pembangunan

Kantor Meneg PPN/Bappenas

4. leila...



4. Leila Ratna Komala sebagai Anggota
Deputi Bidang Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan
Kantor Meneg PPN/Bappenas

Sl

Andin H. Taryoto sebagai Anggota
Sekretaris Jenderal
Departemen Kelautan dan Perikanan

6. Jan Sopaheluwakan sebagai Anggota
Deputi [lmu Pengetahuan Kebumian
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI

7. Edi Karsanto sebagai Anggota
Direktur Dana Luar Negeri
Departemen Keuangan

8. Wahyuningsih Darajati sebagai Anggota
Direktur Kelautan dan Perikanan
Kantor Meneg PPN/Bappenas

9. Slamet Sudarsono sebagai Anggota
Direktur Kebudayaan, Ilmu
Pengetahuan, dan Teknologi
Kantor Meneg PPN/Bappenas

10. Delty Simatupang sebagai Anggota
Direktur Pendanaan Luar Negeri
Multilateral
Kantor Meneg PPN/Bappenas

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu
Tim Delegasi terdiri atas:

1. Wahyuningsih Darajati sebagai Ketua
Direktur Kelautan dan Perikanan
Kantor Meneg PPN/Bappenas

2. Saut P. Hutagalung sebagai Wakil Ketua
Kepala Biro Perencanaan dan
Kerjasama Luar Negeri
Departemen Kelautan dan Perikanan

w

Yaya Mulyana sebagai Anggota
Direktur Konservasi dan Taman

Nasional Laut

Departemen Kelautan dan Perikanan

4. Ali Supardan sebagai Anggota
Sekretaris Ditjen Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan

5. Sugiarta...



5. Sugiarta Wirasantosa sebagai Anggota
Direktur Pengawasan Ekosistem Laut
Departemen Kelautan dan Perikanan

6. Narmoko Prasmadji sebagai Anggota
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Kelautan dan Perikanan

7. Dedi Darnaedi sebagai Anggota
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI

8. Ono Kurnaen Sumbhadilaga sebagai Anggota
Kepala Pusat Penelitian Oseanografi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI

9. Adi Susmianto sebagai Anggota
Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA
Departemen Kehutanan

10. Sumarsono sebagai Anggota
Direktur Keserasian Pembangunan
Daerah, Ditjen Bangda,
Departemen Dalam Negeri

11. Arlen T. Pakpahan sebagai Anggota
Direktur Pembiayaan dan Pinjaman
Daerah
Departemen Keuangan

12. Maurin Sitorus sebagai Anggota
Kepala Biro Hukum dan Humas
Departemen Keuangan

13. Anugerah Nontji sebagai Anggota
Direktur PMO COREMAF I

14. Suharsono sebagai Anggota
Ketua PMU COREMAF II
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI

15. Mian Sahala Sitanggang sebagai Anggota

Kepala Bagian Kerjasama
Kelembagaan Internasional
Departemen Kelautan dan Perikanan

16. Sapta...
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16. Sapta Putra Ginting sebagai Anggota
Kepala Subdit Pengelolaan Pesisir Terpadu
Departemen Kelautan dan Perikanan

17. Ahsanal Kasasiah sebagai Anggota
Kepala Subdit Pengembangan dan
Pemanfataan Taman Laut
Departemen Kelautan dan Perikanan

18. Ida Kusuma sebagai Anggota
Kepala Bagian Program Ditjen P3K
Departemen Kelautan dan Perikanan

19. Tommy Hermawan sebagai Anggota
Kepala Subdit Pesisir dan Laut
Direktorat Kelautan dan Perikanan
Kantor Meneg PPN/Bappenas

20. Maruhum Batubara sebagai Anggota
Kepala Subdit Pemanfaatan Iptek
Direktorat Kebudayaan dan IPTEK
Kantor Meneg PPN/Bappenas

21. Obrian Saragih sebagai Anggota
Kepala Subdit Multilateral II
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
Kantor Meneg PPN/Bappenas

22. Hermani Noor sebagai Anggota
Kepala Subdit PHLN III
Direktorat Dana Luar Negeri
Departemen Keuangan

Delegasi Republik Indonesia wajib bertanggung jawab dan
melaporkan hasil negosiasi Coral Reef Rehabilition and
Managemenet Froject (COREMAFP) Phase Il tersebut kepada
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Keuangan RI

Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan
negosiasi Coral Reef Rehabilition and Managemenet Project
(COREMAPF) Fhase Il tersebut dibebankan kepada anggaran
masing-masing instansi yang terkait.

KEENAM:...



KEENAM: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga
terselesaikannya  negosiasi  dengan  ketentuan  apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7  April 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENGANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

"71’7{7

KWIK KIAN GIE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Menko Perekonomian;

Menteri Keuangan;

Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Kehutanan;,

Menteri Dalam Negeri,

Menteri Luar Negerti;

Sekretaris Negara;

Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
Inspektur Utama, Bappenas;

0 Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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MEMORANDUM oL &e

Nomor: | €% /Ses/04/2004

Kepada Yth : Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Dari :  Sesmen PPN/Sestama Bappenas

Perihal . Konsep SK Penunjukan Delegasi RI ke Nogosiasi
COREMAP Phase II dengan Bank Dunia.

Tanggal : 7 April 2004

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep Surat Keputusan Bapak Meneg
PPN/Kepala Bappenas tentang Penunjukan Delegasi RI dalam perundiangan dengan
Bank Dunia tentang Coral Reef Rehabilitation Management Project (COREMAP), yang
akan dilaksanakan di Jakarta pada 13 April 2004 di Jakarta.

Konsep SK tersebut diajukan oleh Deputi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup, dan
juga bertindak sebagai Ketua Delegasi dan beranggotakan beberapa instansi terkait
antara lain Departemen Keuangan, Departemen Kelautan dan Perikanan serta dari
LIPI.

Pinjaman Bank Dunia untuk COREMAP tahap II ini merupakan lanjutan dari
pinjaman sebelumnya dan merupakan tahap akselerasi dari pinjaman sebelumnya, yang
pada intinya bertujuan jangka panjang yaitu perlindungan, rehabilitasi dan pemanfaatan
secara lestari terumbu karang dan ekosistem yang berasosiasi dan diharapkan akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Untuk itu apabila Bapak Menteri berkenan, mohon tanda tangan Bapak Menteri
pada konsep SK terlampir.
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